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"v‘jefektlf terarah dan berkesmambungan perIu dlsusun:' S

“ kebl_]akan pengawasan

vfb.'}f‘--bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksudb'»

o dalam huruf a, perlu membcntuk Peraturan Bupat1 -
o tentang Kebl_]akan Pengawasan atas Penyelenggaraan B

= Pemerlntahan Daerah Kabupaten Karanganyar BRI

o Tahun 2018;

L R ; Mengmgat

s Undang'Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
i Pembentukan Daerah Daerah Kabupatcn dalam ngkungan'_- PRt

B > Provm31 Jawa Tengah

- "-~.;;2:. vUndang—Undang Nomor 28 ’} Tahun | 1999 tentang o
PenYelenggaraan Negara Yang Bers1h dan Bebas dari'v ,_' -
R “..H_KorupSI, Kolu81 dan Nepotlsme (Lembaran Negara Repubhk B

ff;.vv:“Indonesm Tahun 1999 ‘Nomor 75, Tambahan Lembaran" ST

) ' Negara Repubhk Indones1a Nomor 3851),

i 3. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan“’::_‘_f :
i ,igKeuangan Antara Pernermtah Pusat dan Pemermtahan: .
o Daerah [Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2004» o -

- Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a‘ i o

L _.Nomor4438),

SALINAN |

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan atas R

v:' penyelenggaraan pemermtahan daerah secara eﬁswn, SR



. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah ;

, Daerah ( Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a

Nomor 5587) sebagalmana telah beberapa kali diubah

- dengan Undang-Undang Nomotj, 9 Tahun 2015 tentang ‘

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
~ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik .

- 10.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 56’79), '

‘Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang'

Pelaporan Keuangan dan Kmexja Instansy Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); o | ’ | '
Peraturan Pcmenntah " Nomor '7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara "
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); |

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian _Ihtern Pemerintah ‘(Lembar’an Negara Republik. -

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang |
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone31a
Tahun 2016 Nomor 114); v e
Peraturan -Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang’} "
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ‘(Lembaran}Ne'g'a'ra Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 6041), | :
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 23 Tahun 2007 ' 
tentang ~ Pedoman - Tata Cara Pengawasan  Atas

Penyelenggaraan' Pemerintahan Daerah 'sebagaimana'i_telah

diubah dengan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelcnggaraan ‘
Pemenntah Daerah o



2
A v’f‘Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat S

T

o Menetapkan

11 .
"‘..Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebljakan Pengawasan"

Peraturan Menten Dalam Negerl Repubhk Indone31a |

o ‘Penyelenggaraan Pemermtahan Daerah Tahun 2018

' Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran | Daerahf

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 | B o

o Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan

DR :' bLembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), L
o 3_Ytentang Kedudukan Susunan Orgamsasx, ’I‘ugas Fungs1 dan

Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor 65 Tahun 2016 -

B v’I‘ata Kelja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten " o

o Karanganyar Tahun 2016 Nomor 65), 3

MEMUT USKAN

" PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN . R
. ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH o
o KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018. | |

| ’ BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal LI

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

Kebljakan Pengawasan adalah perencanaan pengaévésanv .

i penyelenggaraan pemenntahan daerah tahunan yang - :  j
meliputi . fokus Sasaran o dan Jadwal;ﬂv -
:3,',pelaksanaan pengawasan o | |
o Daerah adalah Kabupaten Ka:ranganyar S N
fPemenntah Daerah adalah Bupat1 sebagal | unsurv'_'_
- -Penyelenggara Pemenntahan Daerah yang memlmpm
:pelaksanaan . urusan pemermtahan yang | men.]adll-"_ o

- kewenangan daerah otonom '

Bupau adalah Bupat1 Karanganyar |

. v’Inspektorat adalah Inspektorat Daerah » | |
o ’pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan ‘urusan :“ o

| Pemermtahan oleh Pemcrmtah Daerah dan Dewan'-}”g'

Perwakllan Rakyat Daerah menurut asas otonorm dan tugas |

pembantuan dengan prms1p otonom1 seluas—luasnya dalam o

. 51stem dan pr1n81p Negara Kesatuan Rebubhk Indonesua



©10.

sebaigaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa'r
Negara Republik Indonesm Tahun 1945. -
Kebijakan Pengawasan adalah Perencanaan pengawasan
penyelenggaraan pem‘erlntahan: daerah tahunan yang
meliputi ' fokus, sasaran  dan  jadwal
pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah

usaha, tindakan, dan kegiatan yang d1tu1uka.n untuk

_menjamin penyelenggaraan"Pemerintahan Daerah berjalan

secara  efisien dan efektif sesuai dengan ;'ketentu’an
peraturan perundang—undangan | |
Aparat Pengawas Internal Pemerlntah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian,
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
ins'péktora't daerah pfdvinsi, dan inspektorat
kabupaten/ kota ‘ | _ |
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupau dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

BABII
KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 2

"I‘ujuan Penyusunan  Kebijakan  Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 adalah :

a. mensmerglkan pengawasan - yang dilakukan oleh
lnspektorat . v

b. meningkatkan penjamman mutu atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

c. memngkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan
Inspektorat _ i

d. menmgkatkan penjamman mutu atas penyelenggaraan
’pemenntah desa oleh APIP;

e. menmgkatkan Penataan dan Penyempurnaan Kebljakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan.



v Pasal 3. v | .
(1) Kebljakan pengawasan penyelenggaraan pemerintaﬁan
,daerah tahunan, mehputl ' |
a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemenntahan Daerah
~ yang disusun berbasis pnorltas dan res1ko, . _
) b. sasaran pengawasan ' penyelenggaraan 'Pemerintahan
Daerah; dan
c. Jadwall pelaksanaan - pengawasan  penyelenggaraan
" Pemerintahan Daerah. R
" (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mérupakan hasil koordinasi antara Kementerian, kementerian
teknis/ l_e'mbzfiga‘v pemérihtah nonkementerian, gubernur
sebagai wakil 'pemeﬁntah pusat, pemerintah provinsi dan
Pemerintah Daerah. _
(3) -Fokus dan ~ sasaran pengawasan' penyelenggaraan '
: Pemenntahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang
r_nerupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini. | | |
” 4) Jadwal pelaksanaan pengawasail penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah' sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, diiétapkan dengan Keputusan Bupati mengenai
Program I’{exja Pengawasan Tahunan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemenntah Kabupaten Karanganyar
~ Tahun 2018. | |

, Pasal 4
Kebljakan Pengawasan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3
ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
" Pemerintahan Daerah, meliputi : '
a. pengéwasan umum; -
b. pengawasan tekms, dan

C. pengawasan Bupau terhadap Perangkat Daerah



Pasal 5
InSpektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap
a. peningkatan kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan“ Desa
dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong
| terwujudnya visi dan misi Bupati;
b penyelenggaraan  urusan Pemenntahan Daerah dan
pemerintahan desa di Daerah; dan
c. percepatan menuju good governance, clean gdveniment dan
pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan keglatan
- penunjang, pengawasan lainnya.”
Pasal 6 ,
Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pe_ngawasan
tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpiSahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Il
PENUTUP
. Pasal 7
‘Peraturan Bﬁpati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

‘Agar' setiap 'orang  mengetahuinya, memérintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI KARANGANYAR,
ttd | |
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd
SAMSI ' :
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 118

,/'
Sahnan sesuai dengan aslinya - y
\\“’ SEKRETARI T DAERAH : o . , K
4’ KABUPATEN RANGANYAR

! NIP 197 0311 999031009 E 7




v LAMPIRAN D o
A PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
‘NOMOR . :118 TAHUN 2017 =

- ATAS PENYELENGGARAAN -
' PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
- KARANGANYAR TAHUN2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
L TAHUN 2018 ‘-._:; S

1  PENDAHULUAN A P
A LATARBELAKANG oL SRR SR 3
i Pengawasan merupakan baglan dar1 fung31 managemen orgamsasf- '

~ TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN o

o ‘f_;”yang memlhkl peran yang sangat pentmg untuk memastlkan bahwavf RS

semua keglatan penyelenggaraan , pemermtahan yang dllakukan ‘, .
P, v:.‘*"'Perangkat Daerah dan Desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuanf.» .

S ;‘berlaku Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang optunal;

| Oleh karcna 1tu pemenntah daerah Kabupaten Karanganyar hamsv‘; ) J
_rj:-»melalmkan pengawasan yang i efektlf agar penyelenggaraanj e
”j'ijemermtahan Daerah dan Pemermtahan Desa dapat bexjalan dengan" SOV

s ;'r'fj.fbalk efektlf dan efismn sesual dengan rencana dan ketentuan yang " L

sebagalmana mlSl InSpektorat maka perlu memngkatkan kapamtas, .

- _:kelembagaan pengawasan 1nternal dan menyelenggarakan pengawasanf _ o

o 1nternal Yang Cfektlf untuk mewujudkan pen)felenggaraan pemermtahan R

' Se‘uap penyelenggaraan keglatan mu1a1 darl perencanaan,;g’

. pelaksanaan pengawasan sampal dengan pertanggung]awaban harus:'

dllaksanakan secara tertlb terkendah efekt1f eﬁswn dan akuntabelﬁ-*; - .

}”_'],Vsehmgga penerapan Slstem Pengendahan Intern Pemermtah (SPIP)

R dlharapkan mampu menjawab semua tantangan tersebut

Pembmaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemenntah}

Daerah dan desa oleh Bupat1 adalah proses keglatan yang d1tujukanv-ﬁ }’ o S

- ”untuk men_]amm agar penyelenggaraan Pemermtahan Daerah dan ,‘

C Pemermtahan Desa beljalan sesuai secara efektlf dan eﬁ51en sesual"l;. L

"fk:f’.f;i-»dengan rencana dan ketentuan perundang—undangan yang ‘berlaku.

Pengawasan 1n1 dllakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerlntah’ P

o (APIP) sesuai bldang kewenangannya masxng-masmg Pengawasan intern

Juga merupakan salah satu baglan dar1 keglatan pengendahan 1ntern-v‘



e

: - yang bérfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas

dan fungsi pemerin;tah. Sehingga kegiatan pengawasan akan

- memberikan manfaat yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan

- sebagai bentuk | pelaksanaan tugas secara professwnal dan

mdependen dalam tugas pembmaan dan pengawasan.
2. Aspek audxtan/ obyek pemenksaan dengan diterbitkannya Laporan |
| Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat memberikan informasi kesesuaian
.. pelaksanaan keglatan dengan norma yang berlaku, sehingga dapat
E menjadl bahan eva.luas1 pelaksanaan kegiatan dan perencanaan
kegiatan selanjutnya
3. Aspek Pemermtah Daerah Laporan Hasil Pemerlksaan (LHP) dapat
. menjadi sumber 1nforma31 pemlauan pelaksanaan tugas Perangkat,v
‘Daerah dan sekaligus sebagai masukan untuk mengambil kebijakan
leblh lanjut.
| Agar pembmaan dan pengawasan berjalan sesuai dcngan

peraturan per_undang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan

~ Kebijakan Peng‘awa;sanz atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di

Kabupaten Karanganyar sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja

Pengawasan Tahunan.

B.TUJUAN DAN SASARAN'

1.‘ Tujuan Kebgakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2018 sebagai berikut :

 a) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh APIP di tingkat
‘pusat dan daerah; | | - | '

'b) Meningkatkan pémbinaan sebagai peﬁjaminan mutu atas |
pcnyelenggaraan - pemerintahan  daerah dan desa serta
menmgkatkan kepercayaan masyarakat atas Pengawas Intern
Pemerintah.

' ¢) Meningkatkan pembmaan dan pengawasan ‘atas kegiatan-
keglatan yang menyangkut pelaksanaan visi dan misi Bupati
Karanganyar penode 2013-2018.

2. Sasaran Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemermtahan
| Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 sebagai berikut :
r a) Kuahtitatif, yaitil untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud
| iarogram atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.



b) Kualitatif, yaitu sampau seberapa jauh mutu dan kuahtas

‘pelaksanaan pekegaan sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang
berlaku. ‘

) Iﬁmgsxonaj ya.ltu ukuran untuk mengetahm seberapa Jauh

kegiatan pelaksanaan pekcrjaan sesua1 dengan tujuan atau fungsi
yang telah direncanakan.
d) EﬁSICnSl yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan peker]aan
" dapat dlker_]akan secara hemat dan cermat.

II. RENCANA PENGAWASAN |
| Dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat yang berorientasi pada

hasﬂ (outcome) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan,
‘ sebagal pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan
terhadap pelaksanaan ‘program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan
méSyarakat; serta peﬁgelolaan setiap sumber daya sesuai dengan |
 kebijjakan dan rencana yang telah ditetapkan, seckaligus untuk
membantu ~dan mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan dapat
'd_ica:;)’ai secara efektif, efisien dan ekonomis serta mendukung \fisi
pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2018 Bersama
, Meir;ajukan Karanganyar untuk mewujudkan harapan dan amanat
mdéyarakat tersebut diperlukan pengawasan. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka arah kebijakan pcngaWasan yang akan dilaksahakan
A Inspektorat Kabupaten' Karanganyar, yaitu melakukan pengawasan
terhadap : o ' | |
1. Pelékéanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten
Karanganyar }dengan titik berat pada pembmaan dan pengawasan
terhadap pclaksanaan Visi dan Misi Bupau dan Wak11 Bupatl
Karanganyar periode 2013-2018.
2. Pelaksanaan pengawasan. atas penyelenggaraan Pemermtahan Desa
di Daerah

I1I. KEBI:JAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
| 1. Keglatan ‘pengawasan  di lmgkungan .~ Pemerintah Kabupaten
. Karanganyar dititik beratkan pengawasan dalam rangka mendorong
terlaksananya hma mISI Bupau Karanganyar periode 2013 ~ 2018
mehputl L :
a) Pembinaan dan pengawasan  pelaksanaan tugas Orgamsasx
' Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Karanganyar.

b) Penyelenggaraan pemerintahan desa;



l c) ‘Reviu Laporan eruahgan Pemerintah Da_érah;

. d)Reviu Rencaﬁa Kegiatan Anggaran ( RKA);

" ) Reviu Rencana Kegiatan Pembangunan daerah ( RKPD),
| t) Reviu Laporan Klnerja Instansi Pemermtah o
g) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJ MD)
| h) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Klnerja Orgamsas.l Perangkat
| Daerah Kabupaten Karanganyar ‘
) Evaluas1 dan Momtormg Sistem Pengendahan Internal Pemermtah
| - {SPIP) Organisasi Perangkat Daerah /Unit Kerja, _
" 3) Penanganan pengaduan masyarakat dan pemenksaan dengan |
tujuan tertentu. ‘ ‘
k) Pendampmgan, asistensi dan fasilitasi atas penyélenggaraan :
“ Pemerintah Daerah dan Desa v' |
2. Keglatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
percepatan menuju good govemance, clean govemment dan pelayanan
| pubhk Kabupaten Karanganyar antara lain: ’
a) Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kegIatan
i Pemlauan Mandm Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB),
‘.- Aii. Evaluasi pemodlk ~ pelaksanaan  reformasi ‘birokrasi
 (per triwulan); | | |
i, Pembangunan zona integritas;
‘iv. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- b) Pelaksanaan Peraturan Premden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
S Strateg1 Naswnal Pencegahan dan Pemberantasan Korup51 Jangka
- Panjang Tahun 2012 -2025 serta Peraturan Perundang-undangan
 tindak lf‘:lnjutnyaé dan melakukan ‘pemantauan secara periodik
L setlap trlwulan, ’ | | | | |
c) Penguatan Sistem Pengendahan Internal; |
o d) Melaksanakan momtonng - dan evaluasu " penyele‘nggaraan
| pemermtahan daerah | '
- €) Pemantauan tindak IanJut hasil pengawasan;
) Pelaksanaan LHKPN dan LHKASN; o
: 2 vKolordinasi Supervisi dan Pencegahan ‘Koru‘p’Si.
. Kegiatan penunjang pengawasan | o | S
| -Aa) Penyusunan petunjuk teknis  kebijakan dan  kajian
v penyelenggaraan pemcnntahan daerah
B b) Rapat koordinasi;

~ ¢) Tugas lain sesuai perintah Bupati.



*IV. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

1.

Penyelesaian ‘dndak : -lanjut  hasil "pengawasan pelaksénaannya ’
dikoordinasikan oleh Wakﬂ Bupau | |
. Perangkat Daerah dan' Kepala Desa selaku ‘pimpinan entitas pelaksana
Wajlb melaksanakan tlndak lanjut hasil pengawasan selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) han kalender setelah dltenrnanya Laporan |
Hasﬂ Pemenksaan (LHP), ’ ’ |

. Tindak lanjut hasil pengawasan terkaJt indikasi keruglan keuangan

Negara/ Daerah yang tldak dapat dlselesalkan dalam waktu 60 { enam

puluh) hari kalender, Wakll Bupati memermtahkan kepada Majelis
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganu Rugi (TP—TGR) untuk
melakukan penyelesaian. | ‘

- Tindak Ianjut hasil pengawasan yang tidak terkait dengan adanya

'1nd11,<as1 kerugian Negara/ Daerah dan tidak diselesaikan dalam waktu
60 (enam puluh) hari ‘kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian

terhadap Pimpinan Perangkat Daerah /Unit Kerja/UPTD untuk

dlsampalkan kepada Bupati sebagau bahan pertlmbangan dalam

, pengambxlan kepumsan

V. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan penyelenggaraan -

Pemerintahan Daerah kepada Bupatx obyek pemeriksaan dengan

 “tembusan 1nstan31 terkalt serta melaporkan rekapitulasi hasil pengawasan

kepada Inspektorat Prov1n31 Jawa Tengah.



VL PENUTUP A o . L
~Dalam tataran konseptual, kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan
,‘ Pemerintahan Daerah  ini merupakan salah satu pedoman bagi

: Inspektorat ‘dalam invelaksanakah fungsi pengawasan intern. Dalam

‘tataran implementasi, kebijakan pengawasan: atas penyelenggaraan
‘Pemerintahan Daerah  diharapkan mampu hﬁendOrong terwujudnya
furigsi pengawasan intern yang lebih efektif dan efisien, sehingga
‘akuntabilitas publik scbagai salah satu karakteristk manajemen
“pemerintahan yang mem.ixju good governance dan clean government dapat

terwujud.
' BUPATI KARANGANYAR,
Ctd |

JULIYATMONO



